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ABSTRAK 

 

Indah Agustina. 202010115009. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas 

Perlawanan Debitur Dalam Penundaan Eksekusi Hak Tanggungan. 

 

Pada suatu kegiatan pinjam meminjam yang terjadi di masyarakat dapat 

diperhatikan bahwa umumnya yang menjadi persyaratan yaitu adanya penyerahan 

jaminan utang oleh pihak yang meminjam kepada pihak yang memberi jaminan 

dapat berupa barang benda, sehingga memberikan pemegang jaminan hak 

kebendaan. Dalam hal debitur wanprestasi, kreditur mempunyai hak untuk menjual 

jaminan atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 6 UUHT. Tetapi dalam 

praktiknya sering terjadi perlawanan dari pihak debitur tereksekusi sehingga 

menghambat pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan seperti pada putusan nomor 

131/Pdt.G/2019/PN Kpn dan putusan nomor 30/PDT/2019/PT BNA.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara 

penundaan eksekusi Hak Tanggungan dan juga perlindungan hukumnya bagi 

kreditur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif 

adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai 

norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan 

kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.  

Hasil penelitian yaitu pada Putusan nomor 131/Pdt.G/2019/PN Kpn pertimbangan 

hakim tersebut telah keliru dalam menggambarkan fakta yang sebenarnya karena 

Majelis Hakim hanya menyatakan bahwa Hak Tanggungan Peringkat ke II saja 

sebagai dasar penilaian nilai tafsir agunan dalam perkara tersebut untuk menjamin 

pinjaman kredit Para Penggugat dan tidak memperhitungkan atau menjumlahkan 

dengan nilai Hak Tanggungan I. Pada putusan nomor 30/PDT/2019/PT BNA 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan ini sudah benar dan 

tepat sehingga mampu memberikan suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan 

eksekusi Hak Tanggungan dengan berpedoman pada putusan nomor 674 

K/Sip/1974 dan putusan nomor 786 K/ Pdt/1988 bahwa Para Penggugat merupakan 

Para Pelawan yang tidak benar yang bukan merupakan pihak ketiga melainkan 

debitur/pemilik jaminan sehingga tidak dapat menunda atau membatalkan proses 

lelang tersebut karena berdasarkan pada Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT. 

Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap perlawanan/gugatan dalam 

pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yaitu pada perjanjian kredit, Pasal 6 UUHT 

dikuatkan juga pada APHT yang sudah didaftarkan pada Kantor Pertanahan, 

melalui perdamaian, melalui beracara di persidangan, melalui upaya hukum dan 

berdasarkan Pasal 27 PMK Nomor 213/PMK.06/2020, eksekusi dapat dilaksanakan 

selama tidak adanya gugatan dari pihak lain/pihak ketiga. 

 

Kata kunci : Hak Tanggungan, Eksekusi, Perlawanan, Perlindungan Hukum 
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ABSTRACT 

 

Indah Agustina. 202010115009. Legal Protection for Creditors Against Debtor 

Resistance in Delaying the Execution of Mortgage Rights. 

In a borrowing and lending activity that occurs in the community, it can be noted 

that generally the requirement is the submission of debt collateral by the borrowing 

party to the party providing collateral in the form of property, thus giving the holder 

of the security a property right. In the event that the debtor defaults, the creditor 

has the right to sell the collateral on its own power based on Article 6 of the UUHT. 

But in practice there is often resistance from the executed debtor so that it hinders 

the execution of Mortgage Rights such as in decision number 131/Pdt.G/2019/PN 

Kpn and decision number 30/PDT/2019/PT BNA. 

This study aims to determine the consideration of judges in cases of postponement 

of execution of mortgage rights and also legal protection for creditors. The 

research method used is normative research method is a research process to 

examine and study the law as norms, rules, legal principles, legal principles, legal 

doctrines, legal theories and other literature to answer the legal problems studied. 

The result of the research is that in Decision number 131/Pdt.G/2019/PN Kpn, the 

judge's consideration was wrong in describing the actual facts because the Panel 

of Judges only stated that the Second Rank Mortgage alone was the basis for 

assessing the value of the collateral interpretation in the case to guarantee the 

Plaintiffs' credit loans and did not take into account or add up to the value of the 

First Mortgage. In decision number 30/PDT/2019/PT BNA, the judge's 

consideration in deciding the case in this decision was correct and precise so that 

it was able to provide a legal certainty in the implementation of the execution of 

mortgage rights based on decision number 674 K / Sip / 1974 and decision number 

786 K / Pdt / 1988 that the Plaintiffs were incorrect Opponents who were not third 

parties but debtors / collateral owners so that they could not delay or cancel the 

auction process because it was based on article 6 jo. article 20 paragraph (1) letter 

a UUHT. Legal protection for creditors against resistance / challenges in the 

execution of mortgage rights is in the credit agreement, article 6 of the UUHT is 

also strengthened in the APHT which has been registered at the Land Office, 

through peace, through trial proceedings, through legal remedies and based on 

article 27 of PMK Number 213 / PMK.06 / 2020, execution can be carried out as 

long as there is no claim from other parties / third parties. 

 

Keywords: Mortgage, Execution, Resistance, Legal Protection 
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